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PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 77 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 120
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten,
perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata

Cara Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5922);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH.
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh
negara kepada inventor atas hasil Invensinya di
bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu
melaksanakan sendiri Invensi tersebut atau
memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk
melaksanakannya.

Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke
dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang
spesifik di bidang teknologi berupa produk atau
proses, atau penyempurnaan dan pengembangan
produk atau proses.

Pemegang Paten adalah inventor sebagai pemilik
Paten, pihak yang menerima hak atas Paten
tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut
yang terdaftar dalam daftar umum Paten.

Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh
pihak yang berhak memperoleh Paten atas suatu
Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan kerja
atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan
maupun pekerja yang menggunakan data
dan/atau sarana yang tersedia dalam
pekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak
mengharuskannya untuk menghasilkan Invensi
atau Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan
oleh inventor dalam hubungan dinas atau
Pemegang Paten dari penerima lisensi-wajib atau
Pemegang Paten atas Paten yang dilaksanakan oleh
Pemerintah.

Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang hukum.

Hari adalah hari kerja.
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BAB II
PELAKSANAAN PATEN OLEH PEMERINTAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Pemerintah dapat melaksanakan sendiri Paten di
Indonesia berdasarkan pertimbangan:
a. berkaitan dengan pertahanan dan keamanan
negara; atau
b. kebutuhan sangat mendesak untuk kepentingan

masyarakat.

Pasal 3
Paten yang mengganggu atau bertentangan dengan
kepentingan pertahanan dan keamanan negara hanya

dapat dilaksanakan oleh Pemerintah.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Paten yang Berkaitan dengan

Pertahanan dan Keamanan Negara

Pasal 4
Pelaksanaan Paten yang dapat dilakukan sendiri oleh
Pemerintah yang berkaitan dengan pertahanan dan
keamanan negara meliputi:

a. senjata api;

b. amunisi;

c. bahan peledak militer;
d. intersepsi;

e. penyadapan,;

f. pengintaian;

g. perangkat penyandian dan perangkat analisis
sandi; dan/atau
h. proses dan/atau peralatan pertahanan dan

keamanan negara lainnya.
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(1)

(2)

Pasal 5
Dalam hal Pemerintah tidak dapat melaksanakan
sendiri Paten sebagaimana dimaksud dalam Pasal
4, Pemerintah dapat menunjuk pihak ketiga untuk
melaksanakan Paten.
Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib memenuhi persyaratan:
a. memiliki fasilitas dan mampu melaksanakan
Paten;
b. tidak mengalihkan pelaksanaan Paten
dimaksud kepada pihak lain; dan
c. memiliki cara produksi yang baik, peredaran,
dan pengawasan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemegang Paten dibebaskan dari kewajiban

(1)

pembayaran biaya tahunan atas Paten yang
dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pemegang Paten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tidak dapat melaksanakan hak eksklusif atas
Paten yang dilaksanakan oleh Pemerintah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Pasal 7

Pelaksanaan Paten oleh Pemerintah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan
mengajukan permohonan secara tertulis kepada
Menteri oleh menteri/pimpinan lembaga
pemerintah nonkementerian.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

a. objek yang dimohonkan pelaksanaan Paten oleh

Pemerintah;
b. judul dan inti Invensi yang ada di klaim Paten;

dan
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c. alasan pelaksanaan Paten oleh Pemerintah.

Pasal 8
Permohonan pelaksanaan Paten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 harus dilakukan
pemeriksaan.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan terhadap:
a. administratif; dan
b. status hukum pelindungan Paten.
Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a dilakukan untuk memeriksa
kelengkapan permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7.
Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14
(empat belas) Hari sejak tanggal permohonan
diterima.
Dalam hal permohonan dinyatakan belum lengkap
berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), permohonan dikembalikan
kepada pemohon untuk dilengkapi.
Pemohon harus melengkapi permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak
tanggal pengembalian permohonan.
Dalam hal objek permohonan dinyatakan tidak
dilindungi Paten di Indonesia berdasarkan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b dan/atau pemohon tidak melengkapi
permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6),

permohonan ditolak.

Pasal 9

Menteri memberitahukan kepada Pemegang Paten

mengenai pengajuan permohonan pelaksanaan Paten

oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
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